
Menimbang : a. bahwa sebagian Pegawai Negeri Sipil dalam
kelembagaan organisasi perangkat daerah
Provinsi Papua Barat telah menduduki
Rumpun jabatan fungsional, dan terkait
sebagian hak-haknyabelum sepenuhnya
terakomodir di dalam Peraturan Gubernur
Papua Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya PerjalananDinas, Eksploitasi
Kendaraan, Tambahan Penghasilan PNS,

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARATNOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, EKSPLOITASI

KENDARAAN, TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA
MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LlNGKUNGAN

PEMERINTAHPROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

PERATURANGUBERNURPAPUABARAT

NOMOR 37.A TAHUN 2014

GUBERNURPAPUABARAT



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999

tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya

Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan
Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Barat;

b. bahwa untuk memenuhi hak para pejabat
fungsional sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25
Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Papua Barat tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor
25 Tahun 2014 tentang Standar Biaya
Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan,
Tambahan Penghasilan PNS, Honorer, Sewa
Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Papua Barat;



Tengah, Provinsi Irian Java Barat, Kabupaten

Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak

Java Dan Kota Sorong (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Java Tengah,

Provinsi Irian Java Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Java

Dan Kota .Sorong (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor 018/PUU-1/2003;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151)

sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21



7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400{;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, .
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Uandang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta kedudukan keuangan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

DanPembinaanPedomantentang
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diu bah beberapa kall,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

17. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil;

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara •
Republik Indonesia Nomor 5209);



20. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi
Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34,

19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
Papua Barat(Lembaran Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun 2009 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 65);

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



21. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA Dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 35) sebagaimana telahdiubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DanLembagaTeknis Daerah Provinsi Papua
Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2012 Nomor 70, Tambahan
Lembaran Negara Provinsi Papua Barat
Nomor 67);

Tambahan Lembaran Daerah provinsi Papua
Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2012 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat .
Nomor 66);



Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan,

Tambahan Penghasilan PNS Yang Diangkat Dalam Jabatan

Fungsional Kahlian atau Jabatan Fungsional Ketrampilan

PasallA

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Barat Nomor 25 Tahun

2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi

Kendaraan, TambahanPenghasiian PNS, Honorer, Sewa Mobilitas

Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua

Barat diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal lA,

yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
PAPUA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS,
EKSPLOITASI KENDARAAN, TAMBAHAN
PENGHASILAN PNS, HONORER, SEWA
MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI
UNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
BARAT.

TENTANGGUBERNURPERATURANMenetapkan

MEMUTUSKAN:



penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

memerintahkan
ini dengan

orang mengetahuinya,
Peraturan Gubernur

Agar setiap
pengundangan

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

(1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan
Gubernur .Papua Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan,
Tambahan Penghasilan PNS,Honorer, Sewa Mobilitas Darat
dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua
Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

d. Jenjang Pertama, Jenjang Pelaksana Lanjutan,Jenjang
Pelaksana,dan Jenjang Pelaksana Pemula disetarakan dengan
Staf sesuai dengan golongannya.

b. Jenjang Madya disetarakan dengan pejabat eselon III

c. JenjangMuda dan JenjangPenyelia disetarakan dengan
pejabat eselon IV

a. Jenjang Utama disetarakan dengan pejabat eselon "

disetarakan dengan Pejabat Struktural dengan ketentuan
Sebagai Berikut :



t..

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TID

WAFIK WURYANTO
Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1005

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2014 NOMOR 37.A

NATANIEl D. MANDACAN

SEKRETARISDAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal18 Desember 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TID

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal18 Desember 2014


